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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATIBANYUMAS 
NOMOR : -;t.8 TAHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG 
PADA HUTAN HAK DAN HUT AN NEGARA 

OALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. maka perlu 
melaksanakan konservasi hulan. tanah dan air serta upaya 
melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang 
serasi, selaras dan seimbang; 

b. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan terhadap 
penebangan berbagai jenis pohon pada areal hutan hak dan hutan 
negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-claerah Kahupaten Dalam Ungkungan Propinsi .lawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lentang Kor,servasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lerrt>aran Negara Republik Indonesia 
Noma, 3699 ), 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
3888), 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pcrkcbunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441 1 ); 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Non,or 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 38, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493) yang telah diletapkan clengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (l.,embaran Negara Republik 
Indonesia Tahuh 2005 Nomor 108,T.imbahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Non,:,r 4548); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 le11tan9 Perlindungan 
Hutan {Lembaran Negara ~epublik Indonesia tahun 1985 Nomor 
39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non1(J( 3294); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tenlang lzin Usaha 
lndusirl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
1!5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 

10. Peraturan Pemerlmah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan 
Sebagiah Utusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3769); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang PerlJTl 
Perhutani {Lembaran Negara Republik lndone&la Tahun 2003 
Nomor67); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentangTataHutan 
dan Penyusunan Re11eana Pengelolaan Hutan. serta Pemanfaatan 
Hutan(Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2007 Nomor 
22.Tambahan Lembaran Negara Repubtrk Indonesia Nomor 4696), 

13. Keputusan Presiden Repliblik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 
tentang Pengelolaan Kawasan Undung: 

1-4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 51/Menhul-11/2006 tentang 
Penggur1aah Surat Keterangan Asal Usul (Sl<AU) untuk 
Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hulan Hak 
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menter! Kehutanlin 
Nomor P 62 /Menhut-11/2006: 

15. Peraturan Menteri Kehulanan Nomor P 55/Menhut-11/2006 
tentang Penatausahaan Masil Mutan yang berasal dari Hulan 
Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P 63 I Menhut-1112006; 

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I 
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Linglrungan Midup di Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 
1990 Nomor 9 seri D ); 

17. Peraturan Daerah Pr011insi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provins, Jawa TengahTahun 2003 Nomor 133); 

18. Perab.oran Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 21 Tahun 2004 
tentang Pembenlukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Oaerah Kabupalen Banyumas Tahun 2004 Nomor 36 seri D); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 
lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 
(lembaran Daerah Kabupalen Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 
Seri E). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN 
REKOMENDASI TEBANG PADA HUTAN HAK DAN HUTAN NEGARA 
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dmaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Banyumas;. 
2. Kepat;, Dinas KehutMan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Banyumas. 
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Banyumas: 
4. Kepala Dinas $umber Daya Air, Pertambang;ln dan Energi adalah Kepala Dinas 

$umber Daya Ai, , Perlambangan dan Energi Kabupalen Banyumas 
5. Kepala Dinas lingkungan Hidup adalah Kepala Oinas Lingkungan H!dup 

Kabupaten Sanyumas. 
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Oinas Pa,iwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Sanyumas. 
7. Kepala Oesa/Keturahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam wliayah Kab~aten 

Sanyumas. 
8. Tempat Pengumpulan Kayu ( TPn) adalah tempat untuk pengurnpulan kEtyu-lc.ayu 

hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak ke~a tebangan yang bersangkulan. 
9. Tempat Penimbunan Kayu ( TPK ) adalah tempat untuk menimbun kayu yang 

merupakan penggabungan kayu-ka}'IJ dari beberapa TPn . 
10.Pemohon adalah orang pribadl atau badan huJc.um yang ale.an mengajukan 

permohonan rekomendasl tebang. 
11. Serita Acara Pemeriksaan adalah Serita Acara Pemerlksaan yang dibuat oleh Tim 

Tingkat Kecamatan. 
12. Tim Pemenksa Tingkat Kecamatan adalah Tin Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 

Camat atau Pejabat yang ditunjuk, Penyuluh Kehutanan Lapangan, dan Kepala Desa 
dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan. 

13.Penyuluh Kehutanan Lapangan adalah aparat fungsional Oinas Kehutanan dan 
Perkebunan yang dltugaskan di wUayah Kecamatan. 

14. Wilayah Kecamatan adalah wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. 
15.RekomendaSI Tebang adalah dokumen resmi yang dikeluart<an oleh peJabat yang 

bcrwcnang scbagai dasar untuk dapat mcncbang pohon yang berada di hutan hak 
atau hutan negara di wilayah Kabupaten Banyumas. 

16. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang lidak dibebanI hak atas 
tanah. 

17.Hutan hak adalah hutan yang dibebani etas hal< atau titet atau yang disebut Juga 
hutan milik rakyat. 

18.Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnya hasi hutan yang 
merupakan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis kayu 
sengon. karet dan kelapa. 

19.Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah surat keterangan sahnya hasil 
hutan yang merupakan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara at.au 
hutan hak diluar jenis kayu sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 18 peraturan ini . 

Pasal 2 

(1) Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon pada hutan hak dalam 
wilayah Kabupaten Banyumas harus ter1ebih dahulu mendapalkan Rekomendasi 
Tebang dari Bupati Sanyumas Cq. Kepala Oinas Kehulanan dan Perkebunan . 



(2) Rekomenclasi Tebang scbagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat l 1 i tersebu1 di 
atas diajukan sccara tertulis oleh pemohon dengan menglsl blanlco permohonan 
sebagaimana yang telah ditentukan pada Lampiran I Peraturan ini dengan 
mclcngkapi persyaratan sebagai berikut : 
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon peroranganipribadi a1au 

fotocopy Alcte Pendirian Perusahaan bagi pernohon yang berbadan hulcum; 
b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/sertifik3V leter C atau bukti pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan yang teralchir: 
c. Serita Acara Pemeriksaan Pohon yang ditandatangani oleh tim pemeriksa 

tingkal kecamatan yang terdiri dari Kepala Desa. Penyuluh Kehutanan 
Lapangan dan Camat/Pejabat yang ditunjuk; 

d. Surat Pe~anjian dan kuitansi jual beli pohon antara penJual dan pembeh 
e. Surat Pemyataan kesanggupan mengganti tanaman yang di tcbang dengan 

tanaman sejenis atau tanaman lainnya sebanyak 2 (dua J kah jumlah tanaman 
yang di tebang: 

I. Peta/denah lokasi pohon yang akan di tebang yang diketahui oleh Kepala 
Desa 

Pasal 3 

(1) Permohonan Rekomendasi Tebang yang terletak di Tanah Bondo Dcsa ( tanah 
bengkok. kuburan, sempadan jalan. turus jelan ) dapat d iterbitkan apabila has1I 
penebangan pohon tersebut benar-benar untuk kegiatan pembangunan desa, 
disamping persyaratan sebagaimana tersebut padll Pasal 2 ayst (2) harus 
dllampiri dengan Berila Acara Has,I Musyawarah Desd yang ditandatangani olch 
Kepala Desa den Ketua aooan Permusyawaratan Dess (Baperdes). 

(2) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon Ayoman yang terletak pada sempadan 
1alan kabupaten. jalan ptoP,insi atau jalan negara disamping persyaretcin yang 
diajukan sebagaimana tersebut pda pasal 2 ayat (2). Harus dilampiri Rekomenda.si 
dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum . 

(3) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon ayoman yang berada di taman kota 
atau di tepi jalan di ,vilayah ibu kola kabupaten / kecamatan harus mendapatkan 
rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

(4) Pennohonan Rekomendasi Tebano Pohon yang terletak di bantaran sungai besar 
dan sekitar mata air, disamping persy.uatan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat 
(2), harus dilampiri Rekomendasi dari Kepala Oinas $umber Daya Air, 
Pertambangan dan Energi . 

(5 ) Permohonan Rekomendasi Tebang Pohon yang terletak di Kawasan Wisata, 
harus dilampiri dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Paliwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Banyumas. 

(6) Perrnohonan Rekomendasi Tebang sebagaimana lersebut pada Pasal 1 ay-c1t (1), 
meliputi jenis dan keliling pohon sebagai berikut: 
a. Jali, Mahoni dan Damar mempunyai kelilling pohoo minimal 70 cm; 
b Sonokeling, Pinus, Sungkai dan Akasia mempunyai keliling j)ohon rrinimal 60 

cm. 
c. Sengon mempunyai keliling pohon minimal 50 cm; 
d. Kayu rirrba campuran lainnya mempunyai keliting pohon minimal 75 cm. 

Pasal 4 

('t) Sebelum Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Tebang kepada 
Bupati Cq. Kepala Dlnas Kehutanan dan Perkebunan, terleb1h dahulu diadakan 
pemetiksaan oleh Tlm Pemeriksa Tingkat Kecamatan. 

(2) Untuk jenis kayu yang sama dengan Perum Perhutani dan lokasi yang berbatasan 
dengan Hutan Negara tlm pemeMksa tingkat kecamatan dalam melakukan 
pemetiksaan dapat menglkutsertakan aparat Perum Perhutani setempat. 
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Dan hasR pemeriksaan dlbuatkan Serita Acara Pemerlksaan sebagaimana contoh 
lamplran II dalam peraturan lnl, yang rnellputl antara lain : 

a. Jenls pohon; 
b. Diameter I kellllng pohon; 
c. nnggi pohon; 
d. Perkiraanltaksiran volume pohon: 
e. Keterangan lain yang dipcrtukan. 

(3) Hasll pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (2), merupakan data untuk 
mengIsI Senta Acara Pemeriksaan Pohon Berdiri scbagaimana tersebut pada 
pasal 2 ayat (2) hurut c peraturan in,. 

Pasal 5 

Proses penerbilan Rekomendasi Tebang pada tanah mItIk di tuar Kewasan Hutan 
Negara dalam wilayah Kabupaten Banyumas paling lama 7 (tujuh) hari kerja tcrhitung 
sejak permohonan diajukan kepada Bupati Baiyumas. 

Pasal 6 

(1) Pemohon Rekomehdasi Tebang yang telah rnengajukan persyaratan secara 
lengkap dilarang melakukan penebangan pohon yang diajukan sebelum 
Rekomendasi Tebang diterbitkan. 

(2) Pemegang Rekomendasi Tebang setelah melakukan penebangan dan dilakukan 
pembagian batang pada kayu yang telah ditebang diwajibkan : 
a Mengajukan perrnohonan pengetokan ter1ebih dahulu dan dilampiri Daftar 

Kayu Bulat; 
b Apabila akan diangkut dari lokasi penebangan/pemanenan rnenuju ke Tempat 

Pengunl)ulan Kayu (TPn ) atau Tenl)at Pl:!rtint>unan Kayu ( TPK ) nillik 
pernohon wajib rneng(lu11akan Surat Keterangan Asal Usul Kayu untuk Jellis 
Kayu Sengon, Karel dan Kelapa, sedaHgkan untuk jenis kayu lainnya 
menggunakan Surat Kelerangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), 

c. Melaksanakan penanaman kembali pada lokasi tanamanlpohon yang dilebang 
dengan tanarnan/pohon yang dapal ,nendukung surrt:Jet' daya alam dan 
memiliki nilai ekonomi tinggi sebanyak 2 ( dull) kall jurnlah yang ditebang. 

Pasal 7 

(1) Rekomendasi Tebang hanya berlaku pada pohon yang diajukan untuk dttebang 
dan lelah dipefiksa oleh iim Pemeriksa. 

(2) Rekornendasi Tebang diterb,tkan atas nama pemohon yang tercantum pads 
pennoh<lnan dan tidak dapat dipindahtangankan. 

(3) Rekomendasi Tebang bertaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya rekomendasl dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan 
tidak dilaksanakan penebangan, maka rekomendasl dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 8 

Unluk setiap penebangan kayu di kawasan Hulan Negara/ Perkebunan Negara di 
wilayah Kabupaten Banyumas harus dibuaU<an rencana penebangan pohon yang 
sebelumnya telah didahului dengan kegiatan timber cruising yang haSllnya dItuangkan 
dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) 



Pasal 9 

Untuk Rencana Penebangan Pohon yang telah dilakukan timber cruising d1lakukan 
pemeriksaan lapangan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan setelah disepakati 
bersama, sebelum disahkan oleh Pejabat yang berwenang terlebih dahulu harus 
mendapat rekomendasi dari Bupati. 

Pasal 10 

Dalam mengajukan Rekomendasi Rencana Tebang sebagaimana dimaksud pasal 9. 
perlu melampirkan rencana penanaman kembali pada kawaS!lnflokasi yang akan 
ditebang dengan memuai lokasi penanaman, jenis tanaman, jarak tanam dan luas areal 
t,mam. 

Pasal 11 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ,ni sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan . 

Pasal 12 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas NolT\or 
64 fatiun 2001 dianggap tidak berlaku lagi. 

Pasal 13 

Peraturan Inf mulal berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat 
mengetahulnya, memerinlahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

::dan9kan d, Pt!rwoker"Lo 
.• da Tansgal. ... 0.S.JJJN .. 2001. 

SEKRETARIS D.\l:PI.H l:.!..:ll.,t'i.f.::.N 
NYUMIIS 

$1HG61H v.1r'.JITO, SH. 
N;P,sooosr,:iii~ 11 I SERITA !WilWI 1WlfAl£ft 6JU~WSll'l:N.TI ... : .. f 

SERL.I.. ... ..;." · 
( 



Lamp1t'al'I II • Peraturan BupetJ aa,,yuniae, 
Noo,or : ')8 tl>HVI' ?001 
Tarw•I ·a 5 JUN 7007 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN 
POHON BERDIRI 

Namer . 

Pa:la hall lnl .... ....... ...... ... tanggal ......................... ... ... bulan .... ... ... ............. tahun ....................... . 
yang benanoo tangan di bawah lni: 
1 . tJcrna. .... ... . ........ Pan9kat... .. ... .. . . Jabalan . .. .. ....... .. 
2. N.na .................. Pangkat.. .............. ... .Jabatan ............... . 
3. N.na .................... Pangkat ............. ...... .Jabatan ............... . 
Berdasartlan Surat Keputusan Bupet Nomor 64 Tahun 2001dan surat permohonan Saudara .............. . 
Nomor ...................... .Tanggal ....................... ....... Perihal Pennohonan Rekooendasi Tebang selaku 
Tin Pemeriksa nng!lat Kecamatan deng!S1 disal<sikan oleh pemohon: 

Nlllla 
Alamat 

telah bersama-sama mengadakan pemeri:~aan jY.lhon di Desa ................. .... Kecamatan ....... ........... . 
dengan hasil pemerilsaan sebagai berikut : 
1. Bahwa pem:,l,on benar•benar memiliki / tetah membel pohon: 

- .!P.ni5 pohon .............. jumlah ........... pohon, nama pemli< tarah ..... .... .. .. No. Sertifi<all 
SPPTIPersiVBlok ... ..... .......... ................................ Duson ......................... .. 

- Jenis pohon .. ............. jumlah ............ r.<>hon, nama pemii< tanah ................... No Sertifi<at/ 
SPPT/Persil/Blok ..................... .. .......................... Dusun ................... .. 

- Jenis pohon .... ............. jurriah ............ pohon, nama pemiik tanah .... .............. No. Sertftat/ 
SPPTIPersll/Blok ....................... .......... ........ ..... .. Dusun .. . .. ....................... . 

2. Jaraklokasi yang diajukan penebangan dengan Hum Neg<l'a ...... .. .... (km) 
3. Permottonan rekomendasi leba,g twtan dapat dipertimbanglcan kal'€na ~da\ irerusak 6o~ngan. 
4. Pemohon sanggup melahanakan penanaman kembali dengan pohoo pengganti yang produktl 

dengan jenis pohon ......................... sebanyak 2 (dua) ilali jumla1 pohon yang di tebang untuk 
mendulo..lig program pengrijauan dai lcelestarian surnber daya ala111. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan seoonamya, i.rtuk daP0t di~nakan sebagainaia 
mestinya 

........... , ................ , ................... .. 

Sa ksi Tim PelT'eriksa Tingaka1 Kecamatan 

1 ..................... . 
2 ...................... . 

3 ..... ................ .. 
Mengetlhul : 

Camat ................... . 

NIP ................... . 



L..11111111..-i l . Pi:!r.iw..-18up;4i B.tr1,u111.:is 
- : 7-tl 11/-Hl.f-l ?OD'\ 
Tanggd : 0 5 JUN 2J07 

Perihal: Pennollonan Re~omendasi Tebaoo Kepacfa Yth : 
8upati Banyurnas 

2007 

Cq. Kepala Oires Kehulaoan dan Perl<ebunan 
Kabupate,, Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yilng bertanda langan di bawah ini : 
Nama 
PetGljaa, 
Alamat 

Del\)an ,ni mengaj.Jkan permohonan Reltomendasi urtut menebang pohon di De~ 
•....•.......•..••.•.....• Kecamatan ....................................... dengan jeris pohon dan lokasi sellegei 
bcntut · 
1. - .J&nls 

- ..Jtmiah Polm 
- Hama pemilik ~ 
- No sertlika:ISPPT / 

Pe1tiV81ot 
- Ousun 

2. - Jenis 
.llmlah Pohon 

- Hama pemilik tanah 
- No.sertfikaVSPPT/ 

Per.siVElot 
• Ousun 

3. - Jenis 
- .llmlah Pohon 
• Nama pemil k tanah 
• No.5ertfikat/SPPT/ 

Per.;IVBlok 
- Clllsun 

S..bagri bahan r,,rtmbangan bersama ini learn< lafll.'il1<an : 
1. Kartu Tanda Penduduk ( P""11<lhon ) 
2. SPPT/SerttJkat tanah tempat ~mlluh pooon yang akan di1ebang. 
3. Seri~ Acara Pemeli<saan Ponon Beroi'I. 
4. Surat Pe,janjlan dan Kwltansl Jual BeH Ponon. 
5 Sull!I Pemyataan k~iaan meogganti pol>on )'2119 ditebang 
6. Peta lokasi pohon yang atan d~ebarg . 

Demi'Cian pem,ohonan kaml dan atlS lerkrJlulnyo pcrmohOnan lcrsebut liami ucapkan l!:rima 
kasih. 

Pemihon 


